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Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah aturan hukum yang 
melandasi  perampasan  hasil  illegal fishing; dan pertanggungjawaban pidana 
korporasi dalam tindak pidana illegal fishing. 
Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diajukan, dilakukan 
penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkenaan dengan aturan hukum yang 
melandasi  perampasan  hasil  illegal fishing, terdapat instrumen perundang-
undangan yang khusus untuk mengatur mengenai perampasan aset, baik dari segi 
materiel maupun formil. Beberapa ketentuan yang melingkupinya yaitu KUHAP dan 
Undang-Undang Perikanan. KUHAP yang merupakan ketentuan formil yang 
merupakan pedoman dan mekanisme perampasan  hasil  illegal fishing, sedangkan 
dalam Undang-Undang Perikanan mengatur ketentuan materilnya yang 
menempatkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan  terhadap pelaku Illegal Fishing. 
Dari segi pertanggungjawaban pidana berdasarkan  rumusan pasal-pasal di dalam 
Undang-Undang  Perikanan,  dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perikanan 
tidak membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, serta tidak 
membedakan sanksi pidana antara “orang perseorangan” dengan “korporasi”. Jika 
Illegal Fishing dilakukan oleh korporasi maka sanksi pidananya dijatuhkan terhadap 
pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.  
Hal tersebut Pengaturan demikian menimbulkan kelemahan, logikanya dalam kasus 
yang dikemukakan, dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan sedemikian besar 
dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan 
pidana penjara/denda “hanya” kepada pengurus korporasi, akan menjadi tidak 
seimbang.   
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